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Wajah Koperasi

Yuwono Triatmodjo

apan terakhir kali Anda men-

dengar atau membaca kalimat:

Koperasi merupakan sokogu-
ru perckonomian Indonesia? Mung-
kin setahun sekali, saat Hari Kope-
rasi Nasional tanggal 12 Juli.

Lebih banyak kini kita mendengar
nada sumbang soal kasus koperasi
simpan pinjam ( KSP). Saat ini ada 8
KSP bermasalah, dengan total sim-
panan nasabah senilai Rp 26 triliun
yvang menjadi sorotan publik.

Kementerian Koperasi dan UKM
( Kemenkop dan UKM) lantas men-
Jjadi samsak empuk kemarahan ma-
syarakat yvang kehilangan dananya
di KSP. "Mana pengawasan Kemen-
kop dan UKM?" umpat seorang in-
vestor vang kehilangan dananyva di
KSP Indosurya.

Sampai di sini, publik munglkin
lupa atau bahkan tak permah mem-
baca ULl Perkoperasian No 25/1992.
Apakah ada pasal-pasal yang meng-
atur soal pengawasan dan peninda-
kan pidana oleh pemerintah, dalam
hal ini Kemenkop dan TEM? Tidak
ada sama selkali.

Pengawasan koperasi dilakukan
oleh pengawas vang dipilih dari dan
oleh anggota. Wewenang pemerin-
tah hanya sekadar melaksanalkan
pembinaan. Pembinaan dilakukan
oleh pemerintah pusat dan daerah.

Usia UL Perkoperasian sudah le-

bih tua dari UU Perbankan yvang
dengan detail mengatar indusiri jasa
keuangan bank tahun 1998 yang
merupakan revisi ULT No 771992,

Upaya revisi ULl perkoperasian
bukan tidak permah diupayvakan.
Tabhun 2016, DPR sudah mengagen-
dalcan hal ind, namun belum terwu-
Jud hingga saat ini.

Usulan revisi LIT Perkoperasian
terus digaungkan, namun kini kalah
bersaing dengan RUU Pengembang-
andan Penguatan Sektor Keunangan
(PZSK) yang diusulkan oleh DPR.
Pekerjaan rumah DPR merevisi LTTT
Perkoperasian langsung dituang kan
dalam RULI P2SK berupa pengalih-
an penanganan KSP kepada Otoritas
Jasa Kenangan (OJK). Tak sedikit
pihak yang menyangsikan aksi OJK
kelak menangani KSP.

Kalan man jujur, kerugian vang
diderita pemegang polis dalam ka-
sus-kasus perusahasan asuransi yang
ada di bawah pengawasan OJK pun
lebih dahsyat. Itu pun tak ada kera-
guan mengenai aturan hukum dan
sumber dayva manusia (5SDM) vang
menyvokong OJK. Namun, toh, ma-
syarakat tetap menderita.

Jika KSP melakukan sferclone bBeve-
kirg, mungkin hal ini bisa dimini-
malisir seandainya revisi ULl Perko-
perasian sudah dilaksanakan. Sebe-
Ium RULT P2ZSK disahkan, sebailinya
publik perlu divakinkan bahwa ini
tak sekadar memindahkan perma-
salahan bar bagi OJEK. =
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